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KE UANGAN NEGARA

Target Raih Nilai IKPA Minimal 97

- PONTIANAK— Kantor

Wilayah Ditjen Perbendaha-
raan (DJPb) Kalimantan Barat
menargetkan kepada seluruh
satuan kerja (Satker) di Kalim-
antan Barat untuk memiliki
Nilai IKPA minimal sebesar 97
dari nilai maksimal 100.

Indikator Kinerja Pelaksan-
aan Anggaran (IKPA) menjadi
indikator untuk menilai kes-
esuaian perencanaan den-
gan pelaksanaan anggaran,
kepatuhan atasregulasi, serta
efektivitas pelaksanaan kegia-
tan dari satker.

“Harapan saya dengan
target nilai IKPA yang tinggi
dapat meningkatkan Kualitas,
akuntabilitas dan efektivitas
pelaksanaan APBN satker di

- wilayah Kalimantan Barat,

kata Kepala Kanwil DJPb
Kalimantan Barat Edward
Nainggolan saat berkunjung
ke Kantor Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilan
Kalimantan Barat, Kamis
(13/6).

Dalam kunjungannya, Ed-
ward dan rombongan ber-
temu dengan Kepala Per-
wakilan BPK Kalbar Joko
Agus Setyono beserta jaja-
rannya. Kunjungan tersebut

bertujuan untuk menjalin -

silaturahmi serta membahas
IKPA dan Laporan Hasil Pe-
meriksaan (LHP) BPK atas
audit laporan keuangan pe-
merintah daerah.

Sementara itu Kepala BPK

“ Perwakilan Kalbar menyam-

but baik atas kebijakan yang
ditetapkan Kakanwil DJPb
Kalbar. Menurut Joko, pent-
ingnya IKPA bagi BPK Per-
‘wakilan Kalbar sendiri adalah
sebagai salah suatu indikator
yang mendukung terben-
tuknya zona integritas BPK
Kalbar. Dengan dibangunan-
nya Zona Integritas menjadi-
kan salah satu wujud komit-
men BPK Perwakilan Kalbar
untuk berupaya pencegahan
korupsi, reformasi birokrasi
dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Selanjutnya dibahas juga
terkait Laporan Hasil Pemer-
iksaan (LHP) atasaudit Lapo-
ran Keuangan Pemerintah

‘Daerah (LKPD), Kanwil DJPb

Kalbar juga memiliki peran
untuk meningkatkan kualitas
laporan keuangan pemerin-
tah daerah melalui asistensi
dan pembinaan. Oleh karena
itu, pentingnya LHP BPK atas
audit LKPD bagi Kanwil DJPb
Kalbar sebagai salah satubah-
an pedoman pembinaan dan
asistensi kepada pemerintah
daerah dalam menyusun
laporan keuangan.

Selain itu LHP BPK da-
patdijadikan fokus perbaikan
agar kualitas penyusunan
LKPD berikutnya dapat lebih
baik dan mendapat opini
BPK yang diharapkan yaitu
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). (r/*)

) R R R ¥

7 Y
P b~
IsT

SILATURAHMI: Edward Nainggolan dan rombongan bertemu dengan Kepala Perwaki-
lan BPK Kalbar Joko Agus Setyono beserta jajarannya.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




